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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari

Raya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat

dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4350),

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran



Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132):

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN

HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Aru.



3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
Pemerintahan.

5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah

Lembaga selain Kementerian atau selain Lembaga Pemerintah

Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang
pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah

Instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efesiensi dan produktivitas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

8. Tunjangan Hari Raya adalah merupakan salah satu upaya
Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun

dan Penerima Tunjangan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau Pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan

Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan
SPM.



BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :

a. PNS:
b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk :

i.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang gajinya

dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,

2. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi

Komisioner atau Anggota Lembaga Non Struktural,

3. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas

atau gugur,
4. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, dan

5. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, meliputi

PNS dalam jabatan:
1.Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan

Administrator,
2. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan Pengawas,

3. Fungsional Ahli Madya,
4. Fungsional Ahli Muda,

5. Fungsional Ahli Pertama,

6. Fungsional Mahir,

7. fungsional terampil,
8. fungsional pemula, dan

9. Pelaksana.

Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya yang

gajinya dibayar dari APBD.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a.

b.

Pejabat Negara,
PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara

Jabatan Pimpinan Tinggi,

PNS dalam jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam jabatan

setara Fungsional Ahli Utama,

d.



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:d.

e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara: dan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam

maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat
penugasannya.

£

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya.
Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum.

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal
dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang
dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji
terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya
dibebankan pada Instansi atau Lembaga tempat PNS bekerja.
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

a. 8046 (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS:
b. tunjangan keluarga, dan

Cc. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

2

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

diberikan bagi Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan

Pegawai lainnya yaitu sebesar sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan

Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka

Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih

besar.

Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan

Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari

Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang

dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan

Pegawai lainnya sekaligus sebagai penerima Pensiun

Janda/Duda atau penerima Tunjangan Janda/Duda, maka

diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya

Penerima Pensiun Janda/Duda atau Tunjangan Hari Raya

Penerima Tunjangan Janda/Duda.

Pasal 7

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
|

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan

Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.



BAB IV
WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal

Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat

dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 10

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan
SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan

pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS

yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan

pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum

dibayarkan.



Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur

sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan

pembayaran belanja Pegawai.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 15 ME 6W

ad
KEPULAUAN ARU, &

'""——JOHAN GONGA
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Diundangkan di Dobo

padatanggal 1S Wei 1010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MO PA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2020 NOMOR Lb

Salinan sesuai dengan aslinya

NOVY EDWIN M. SOLISSA

KEPALA BAGJAN/MUKUM DAN HAM
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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR $ TAHUN

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

1. UMUM

Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah membawa

implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar Negara di seluruh

dunia, termasuk Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk

itu Pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan

merealokasi anggaran (refocusing) pada penanganan penyebaran COVID-19

beserta dampak sosial ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan

Pemerintah, yaitu dengan memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada

Masyarakat agar terjaga daya belinya.

Pemberian tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya

Pemerintah dalam menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan

bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

sebagai wujud apresiasi dan perlindungan pemerintah atas pengabdian

kepada Bangsa dan Negara.

Pemberian tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah

sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI,

khususnya yang setara jabatan administrator ke bawah dan bagi Penerima

Pensiun atau Tunjangan, dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional

dan diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji

pokok (tanpa tunjangan kinerja) dengan memperhatikan kemampuan

Keuangan Negara atau kemampuan Keuangan Daerah. Namun demikian bagi

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun dan Penerima

Tunjangan yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya
diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI,

Anggota POLRI, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan tersebut juga
sebagai Penerima Pensiun Janda/Duda atau Penerima Tunjangan
Janda/Duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari

In



1.

Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun Janda/Duda atau

Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan Janda/Duda.
Pemberian Tunjangan Hari Raya juga diberikan kepada Pegawai Non-

PNS pada LNS, LPP atau BLU dan Pegawai lainnya, yang maksimal

jabatannya setara dengan jabatan administrator, yang berjasa dalam

mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan diberikan dengan

memperhatikan kesetaraan pada Tunjangan Hari Raya yang diberikan

kepada PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI dengan memperhatikan

kemampuan Keuangan Negara dan kemampuan Keuangan Daerah, sehingga

kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional

mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan dan/atau masa kerja

Pegawai yang bersangkutan.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun atau Tunjangan,

Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP atau BLU dan Pegawai lainnya di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pegawai lainnya” antara lain Pegawai
Non-PNS pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Tenaga Ahli Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pegawai lainnya yang memenuhi

persyaratan.



Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan
” dalam jabatan pimpinan tinggi” adalah

Pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

“ gaji pokok” adalah gaji pokok

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan

jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan tentang gaji. Tunjangan jabatan tersebut meliputi

tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan

tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan

umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan tentang gaji.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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